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ABSTRAK 

 

(A) Nama : Josephat Mario Seran Tahuk 

(B) Judul Skripsi: SANKSI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL 

YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI 

PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON 

NOMOR: 41/G/2019/PTUN.ABN) 
(C) Halaman: viii + 92 Halaman (2021) 

(D) Kata Kunci: Sanksi, Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana Korupsi,  

(E) Isi Abstrak:  

Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa, dan mewujudkan tujuan 

pembentukan NKRI sebagaimana ditentukan dalam Alinea IV 

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 diperlukan ASN yang diserahi 

tugas untuk melaksanakan pelayanan publik, tugas pemerintahan, 

dan tugas pembangunan tertentu. Dalam menjalankan 

penyelenggaraan negara dan mewujudkan pelayanan publik yang 

baik, PNS yang merupakan ASN harus mengacu pada asas, prinsip, 

nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana telah 

diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014. Selain itu, PNS harus 

memiliki integritas, profesionalitas, netral, dan bebas dari intervensi 

politik, bersih dari praktik korusi, kolusi, dan nepotisme, serta 

mampu menyelenggarakan pelayanan publik. Apabila seorang ASN 

ketika melaksanakan tugasnya melakukan kecurangan atau terlibat 

dalam suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku maka harus dijatuhi sanksi yang 

setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui sanksi terhadap PNS yang melakukan 

tindak pidana korupsi, dan kesesuaian Putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara Ambon Nomor 41/G/2019/PTUN.Abn dengan UU 

Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, dan PP Nomor 

11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 

Tahun 2020. Metode penelitian hukum ini merupakan penelitian 

hukum untuk keperluan akademisi, yang bersifat preskriptif, dengan 

pendekatan undang-undang, yang bersumber dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Setelah 

dilakukan telaah terhadap hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) 

sanksi terhadap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi ada 2 

(dua) macam yaitu sanksi pidana (yang meliputi pidana penjara, dan 

denda), dan sanksi administratif berupa “pemberhentian” (yang 

meliputi pemberhentian dengan hormat,  pemberhentian tidak 

dengan hormat, dan pemberhentian sementara), serta pencabutan 

hak-hak sebagai PNS; dan (2) Putusan PTUN Ambon Nomor 

41/G/2019/PTUN.ABN yang menyatakan bahwa “SK Bupati 

Maluku Tengah Nomor: 880/433/2019 tidak sah dan harus dicabut” 

tidak bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 30 

Tahun 2014, dan PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah 

diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 karena SK Bupati Maluku 

Tengah Nomor: 880/433/2019 tersebut tidak memenuhi syarat 

sahnya Keputusan TUN dari aspek substansi sebagaimana 
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ditentukan dalam Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014, dan AUPB. 

Disarankan agar kepada semua Pejabat Pemerintahan agar di dalam 

membuat Surat Keputusan dilakukan dengan teliti dan memenuhi 

persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku agar tidak sampai terjadi suatu Surat Keputusan 

dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk dicabut oleh 

pengadilan yang berwenang.  
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